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KOMTSI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 23l Kpts/ KPU-Prov-033/ 2011

TENTANG

PERI.JBA.HAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

SULAWESI BARAT NOMOR 15/ Kpt{KPU-Prov-033p011 TENTANG PENETAPAN

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) BARANC/JASA

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang a. bahwa berdasarkan tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi

barat tahun 2011 dan pergeseran asumsi Harga Perkiraan

Sendiri (HI5) dalam pengadaan barang/ iasa, perlu dilakukan

perubahan;

b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Kepufusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-

033 / 2011, tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HI5)

Barang/jasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 201L'

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20M Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Provinsi Sulawesi BaraU

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20(X tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



J

Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59' Tambahan

Letnbaran Negara Republik Indonesia Nomor +844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor Sg,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tentang

Pengadaan Bar ang / J asa Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungiawaban

Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 57 Tahun 2oo9 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungiawaban

Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan Daerah sulawesi Barat Nomor 9 tahun 20L0 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran

2011 (Lembar Daerah sulawesi Barat Tahun2010 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah sulawesi Barat Nomor 55);

8. Peraturan Gubernur sulawesi Barat Nomor 22 tahun 2010

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah

Provinsi sulawesi Barat Tahun 20L0 Nomor 22, Tambahan

Berita Daearah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 41)

Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Provinsi sulawesi Barat

tanggal3l Mei 2411,.

MEMUTUSKAN

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

15/Kpts/KPU-Prov-033/2011, tentang Penetapan Harga

Perkiraan Sendiri (HPS) Barung/lasa Pemilihan Umum Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun

201t;

,



KEDUA

Anggaran 2011;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku seiak tanggal ditetapkan'

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini

dibebankan pada Pos Bantuan Dana Hibah Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Barat Tahun

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal :7 Juru207'l
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